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ABSTRAK 
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
Oleh 
 
NADIA YULIANA 
 
Kasus pembunuhan mempunyai beragam bentuk seperti pembunuhan biasa, 
pembunuhan disertai dengan penganiayaan, pembunuhan dengan korban yang lebih dari satu 
(berantai), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KHUP) dan lainnya. Hukum pidana 
Islam maupun hukum positif memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang 
pantas mendapatkan hukuman yang setimpal.  
Rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana pasal 
339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan dengan 
pemberatan?. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) ?. dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana 
pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan dengan 
pemberatan. 
   Sumber data primer adalah ayat-ayat Al Quran, hadits Nabi Muhammad SAW dan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  yang berbicara tentang sanski hukum 
pembunuhan dengan pemberatan dalam perspektif fiqih jinayah, sedangkan sumber data 
skunder adalah buku-buku, majalah, dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas.  
   Dalam analisis data digunakan analisa kualitatif deskriptif yaitu analisis data yang 
menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) 
serta menggambarkan  apa adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. Dalam 
pengumpulan data dilakukan dengan langkah survey kepustakaan dan studi literatur.  
   Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan (1) Sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) adalah pidana hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun, karena sebelum melakukan pembunuhan 
tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud 
untuk memudahkan perbuatan itu, dimana ketentuan ini apabila dilihat dalam perspektif 
agama Islam tidak sesuai dengan hukum Islam. (2) Hukum Islam berpandangan bahwa tindak 
pidana pembunuhan dengan pemberatan masuk kategori tindak pidana gabungan karena 
pembunuhan dengan pemberatan  selalu diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan 
yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, oleh karenanya dalam 
memberikan hukuman harus diterapkan teori penyerapan (al jabbu) yaitu seseorang yang 
melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus 
menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-
hukuman yang lainnya. 
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MOTTO 
 
 
 
 
…  اٗعيِمَج َساَّىلٱ ََلَتق اَمََّوأََكف ِضَۡرۡلۡٱ ِيف ٖداََسف َۡوأ ٍسَۡفو ِرۡيَِغب ا ََۢسَۡفو ََلَتق هَم
 ٗرِيثَك َِّنإ َُّمث ِت ََٰىَِّيبۡلِٱب َاُىلُسُر ُۡمهۡتَٓءاَج َۡدَقلَو ۚاٗعيِمَج َساَّىلٱ َايَۡحأ ٓاَمََّوأََكف َاهَايَۡحأ ۡهَمَو ا
 ِف َِكل
ََٰذ َدَۡعب ُمهۡى ِّم َنُىفِرۡسَُمل ِضَۡرۡلۡٱ ي) ةدئاملا ٢٣  (  
Artinya : “…Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara 
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi”.  (QS. al-Ma’idah : 32)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI., Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al 
Quran, 2009) h. 253  
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  BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
 
Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat 
diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan 
di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah 
"Analisis Hukum Islam tentang Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Pasal 
339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". Adapun uraian dari istilah-istilah 
tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
Analisis adalah adalah “uraian atau penyelidikan suatu peristiwa 
(perbuatan, karangan dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal 
usul, sebab musabab  yang sebenarnya”.1 
Hukum Islam adalah “hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari 
agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan 
oleh Allah”.2 Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan 
Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan 
manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan antara manusia 
dengan benda alam yang ada di sekitarnya. 
                                                 
1
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 
English Press, 1991), h. 132.   
2
Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007), h. 86.   
2 
 
Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 339 KUHP 
diartikan sebagai pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan 
dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika 
tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada 
hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap 
ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3
 
Berdasarkan penjelasan judul tersebut di atas, maka maksud judul skripsi 
ini adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami 
pandangan hukum Islam tentang pembunuhan dengan pemberatan yang diatur 
dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pembunuhan dengan pemberatan menimbulkan konsekuensi hukum dalam 
perspektif Pasal 339 KUHP. Mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang 
sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan pemberatan dalam 
perspektif Pasal 339 KUHP dalam perspektif fiqih jinayah merupakan hal 
urgen dan mendesak untuk dilakukan sehingga masyarakat akan berhati-hati 
                                                 
3
Tim Sinar Grafika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
cet. Keenam, h. 296.  
3 
 
dalam melakukan berbagai tindakan yang mengakibatkan hukuman atas 
perbuatan tersebut. 
2. Dalam penelitian ini penulis memilih judul tentang pembunuhan dengan 
pemberatan dalam perspektif fiqih jinayah maupun hukum positif karena ada 
relevansinya dengan jurusan penulis yakni Jinayah Siyasah serta tersedianya  
literatur yang mendukung. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, 
ketentuan ini  tercantum dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa 
“negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka”. 
Dalam pembukaan diamanatkan kepada bangsa Indonesia  untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum  yang 
diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertip.
4
  
Ketika berbicara tentang kejahatan, maka persepsi yang pertama muncul 
adalah pelaku kejahatan, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya 
lagi, sampah masyarakat. Maka tidak heran apabila upaya penanganan kejahatan 
masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Adapun 
pengertian secara umum  tentang hukuman dengan pemberatan yaitu seseorang 
melakukan kejahatan yang sejenis (homologus residivis) artinya ia mengulangi 
                                                 
4
Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 227  
4 
 
suatu tindak pidana dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu 
yang tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa 
hukumannya.
5
 
Dalam perspektif fiqih jinayah telah disepakati bahwa seorang pelaku 
tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana 
tersebut, tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. 
Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman 
mati atau hukuman penjara seumur hidup.
6
 Kewenangan untuk menentukan 
hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak 
pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Contohnya, perbuatan liwat 
(homoseksual) bagi yang qhair muhsan, maka kedua pelaku perbuatan liwat  
tersebut harus dijatuhi hukuman yang sama yang telah ditetapkan untuk tindak 
pidana tersebut. Jika di kemudian hari kedua orang tersebut kembali mengulangi 
perbuatan liwat tersebut dan hukuman yang dijatuhkan rupanya tidak bisa 
memberikan efek jera serta tidak mampu mencegahnya, maka keduanya dapat 
dijatuhi hukuman mati karena kejinya perbuatan liwat tersebut yang ditakutkan 
dapat menular kepada orang lain dan merusak moral.  Contoh lainnya adalah 
tindak pidana pencurian, apabila seseorang selalu mengulangi tindak pencurian, 
                                                 
5
Raid, Soetitus, Criminal Criminologi, (San Fancisco: Fourth Edition), penerjeman Sutrisno 
Sukoco,  h. 92   
6
Barda Nawawi Arif.,  Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1990), 
h.134.  
5 
 
maka ia dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau sampai ia menampakkan 
tobatnya.
7
  
Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak 
pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan 
antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga pengulangan sepanjang 
masa dan pengulangan berselang waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah : 
…   َفو ََلَتق هَم اٗعيِمَج َساَّىلٱ ََلَتق اَمََّوأََكف ِض  َر  لۡٱ ِيف ٖداََسف  َوأ ٍس  َفو ِر  يَِغب ا ََۢس
 ٗرِيثَك َِّنإ َُّمث ِت ََٰىَِّيب  لِٱب َاُىلُسُر  ُمه  تَٓءاَج  َدَقلَو ۚاٗعيِمَج َساَّىلٱ َاي  َحأ ٓاَمََّوأََكف َاهَاي  َحأ  هَمَو ا
 َِكل ََٰذ َد  َعب ُمه  ى ِّم  َُمل ِض  َر  لۡٱ ِيف َنُىفِر  س) ةدئالما :٢٣) 
Artinya : “…Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 
itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.  (QS. al-Ma’idah : 32) 
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan 
dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang dikerjakan oleh seseorang 
sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.
8
 
Artinya  pembunuhan dengan pemberatan dapat berlaku apabila ia telah 
mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.   
Sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana apabila melakukan 
pembunuhan dengan pemberatan adalah sebagai berikut : 
                                                 
7
A.Djzuli, Fikih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet I, h. 86.  
8
R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet. ke-ix, 
h.310  
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1. Pelakunya adalah orang yang sama. 
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi 
pidana oleh suatu keputusan hakim 
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang 
dijatuhkan terhadapnya. 
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.9  
 
Jika pada waktu melakukan kejahatan telah lewat lima tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat 
dijatuhkan hukuman pidana, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 339 KUHP bahwa 
pembunuhan dengan pemberatan adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau 
didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan 
perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau 
pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan 
melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara 
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
10
 
Adapun syarat-syarat pemberian hukuman apabila melakukan pembunuhan 
dengan pemberatan di dalam KUHP telah diatur sebagai berikut : 
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindakan-tindakan  pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat menjadi pengulangannya. Tindak 
pidana tersebut disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.  
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga 
menentukan tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Misalnya dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 485 ayat (2), 501 ayat (2), 
512 ayat (3). 
 
                                                 
9
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.431-432 
10
Tim Sinar Grafika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
cet. Keenam, h. 296.  
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Perlu ditegaskan bahwa unsur melakukan kejahatan yang sama inilah yang 
menyebabkan pemberatan pidana. Setiap orang di pidana dan telah menjalani 
hukuman kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa 
memperhatikan syarat-syarat lain. Tetapi pengulangan dalam hukum pidana yang 
merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang 
ditetapkan dalam undang-undang.
11
 
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa 
sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu 
sendiri.
12
 Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, 
cermat, dan manusiawi. Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika 
digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan 
kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap 
para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, 
sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi 
lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini 
menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana 
melakukan kejahatan lagi. 
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Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 81.  
12
Herbert L. Packer, 'The Umits of The Criminal Sanction'  (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 
penerjemah Dendi Syamsudin, h.112.  
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Dalam KUHP Indonesia tidak dikenal aturan umum tentang pengulangan 
kejahatan. Namun hanya disebutkan sekumpulan perbuatan tindak pidana yang 
bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Aturan tentang pengulangan kejahatan 
tidaklah dibicarakan dalam Buku Pertama yang berisi tentang aturan umum, tetapi 
diletakkan di bagian penutup Buku kedua, tepatnya pada Pasal 486, 487, dan 488 
yang berisi penyebutan beberapa macam tindak pidana  yang menimbulkan 
pengulangan kejahatan.
13
 
Berdasarkan uraian di atas penulis akan menguji lebih detil dan mendalam 
tentang analisis hukum Islam tentang pembunuhan dengan pemberatan yang 
terdapat pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
 
D. Rumusan Masalah 
Masalah pada hakikatnya adalah "segala bentuk pertanyaan yang sulit dan 
perlu dicari jawaban atau segala hambatan, gangguan, halangan serta rintangan 
dan kesulitan yang perlu disingkirkan atau dihilangkan".
14
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
diajukan adalah : 
1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan 
pemberatan yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) ?. 
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R. Soenarto Suerodibroto, Op. Cit., h. 312.  
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Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Jakarta: bumi Aksara, 
Cet V, 2004), h. 38. 
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana pasal 339 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan dengan 
pemberatan?. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana pasal 
339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan 
dengan pemberatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah 
wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari 
teori yang ada terutama ilmu Jinayah Siyasah pada umumnya dan 
khususnya bagi sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang 
akan datang dibidang hukum Islam. 
b. Secara praktis penelitian ini i harapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri 
maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang di perlukan 
untuk mencapai gelar S1 jurusan  Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
10 
 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Karena metode 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat adalah "sebuah rumusan yang 
terdiri dari sejumlah langkah yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu".
15
 
Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a.  Jenis Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam 
penelitian pustaka (library research), yaitu “penelitian yang bertujuan 
untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam 
material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, 
naskah, majalah, kisah, dokumen dan lain”.16 
Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian 
terhadap pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana pasal 339 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan dengan 
pemberatan. 
b.  Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni "suatu penelitian 
yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin 
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Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. 
Ke V, h. 7. 
16
Kartini Kartono,  Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 
cetekan ketiga, h. 33. 
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mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu 
yang menjadi obyek dalam penelitian".
17
  
Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguaraikan apa 
adanya mengenai pandangan hukum Islam tentang sanksi pidana pasal 339 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembunuhan 
dengan pemberatan. 
2. Sumber Data  
a. Data Primer  
Data primer   yaitu   “suatu  data  yang  diperoleh secara  langsung  
dari   sumber   aslinya”.18 
Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 
ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara 
tentang sanski hukum pembunuhan dengan pemberatan dalam perspektif 
fiqih jinayah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan dengan pemberatan. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah  data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan yang aslinya.
19
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bhineka 
Cipta, 2007), cet ketujuh, h. 105. 
18
H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 
2002), h.  115.  
19
Ibid., h 95. 
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Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 
buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan 
dengan judul yang dibahas yaitu pandangan hukum Islam tentang sanksi 
pidana pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap 
pembunuhan dengan pemberatan. 
c. Data Tersier 
Data skunder adalah  kumpulan dan kompilasi sumber data primer 
dan sumber data sekunder.
20
 
Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 
transkrip, internet, katalog perpustakaan, daftar bacaan dan lain-lain yang 
berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu pandangan hukum Islam 
tentang sanksi pidana pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) terhadap pembunuhan dengan pemberatan. 
 
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan 
survey kepustakaan dan studi literatur. Survey kepustakaan yaitu menghimpun 
data dari beberapa literatur yang diperoleh di perpustakaan atau tempat lain 
kedalam sebuah daftar bahan pustaka, sedangkan studi literatur adalah 
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Ibid. 
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mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan 
masalah yang menjadi objek penelitian. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan 
sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain
21
 : 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data 
yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dari 
data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur 
yang berhubungan dengan penelitian. 
b. Penandaan data (coding) yaitu di lakukan untuk memberikan catatan atau 
tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang 
validitasnya dapat di percaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan 
data penelitian yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian 
yang penting yang di dapatkan dari hasil penelitian. 
c. Sistemasi (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang di peroleh 
hasil penelitian.   
5. Analisis Data 
Menurut Nasution, analisa data adalah ”proses menyusun, 
mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk 
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Koentjaraningrat, Op. Cit., h. 270.  
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memahami maknanya”.22 Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data 
yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisis data penelitian 
kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang 
penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses 
pelaksanaan pengumpulan data”.23  
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah 
data melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 
atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu 
cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan 
bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu 
“suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan  dari yang  hal-hal  atau 
gejala  bersifat  khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum”.24 
Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang 
batasan mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi 
hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
seseorang secara khusus kemudian diambil unsur-unsur kesamaannya untuk 
mendapatkan pemahaman para ahli secara umum. 
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BAB II 
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM 
A. Jarimah  
1.  Pengertian Jarimah  
Fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. 
Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara 
etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan 
perbuatan dosa atau perbuatan salah.  Kata jana juga berarti “memetik buah 
dari pohonnya“. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai 
perbuatan disebut mujna „alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering 
disebut dengan delik atau tindak pidana.
1
 Secara terminologi kata jinayah 
mempunyai pengertian sebagai berikut : 
ارجِيزجع َت جَوأ ٍّدَِبِ اَهج نَع َلَاَع َت ُللهَارَجَز ٌةَّيِعجرَش ٌتَارجوُظجَمَ ُمِئ َار َجلْ  
Artinya : "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir”.2 
Perbuatan pidana atau tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
3
 Dapat 
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 
                                                 
1
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006), h. 1-2   
2
Abdullah Musthafa, dkk., Intisari Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 96. 
3
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 54.  
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aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat 
bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). 
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam buku asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa 
Belanda disebut strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi 
dalam straftboek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang 
berlaku di Indonesia. Istilah bahasa asing menyebutnya sebagai delict. Tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, 
dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
4
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pengertian tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat 
bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan 
atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa 
sanksi pidana. Untuk membedakan antara tindak pidana dan bukan tindak 
pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak sanksi 
pidana. 
2. Dasar Hukum Jarimah 
Dalam  Islam  dijelaskan  berbagai  norma/atura/rambu-rambu  yang  
mesti  ditaati  oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber 
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Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 
Aditama,2008), h.58.  
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fundamental Islam, termasuk juga mengenai  perkara  jarimah  atau  tindak  
pidana  dalam  Islam.  Dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari 
ayat-ayat atau nash al-Qur‟an. Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Al Baqarah ayat 179 yaitu : 
 ٌۡ َُنىَوِۡۡيفٱِۡصاَِصق
 ىِۡۡيىُْوأَٰٓ َٰيۡٞجَٰىيَحٱِۡة َٰث  َى  لۡۡۡ َُ ُىقََّرذۡ  ٌ ُنَّيََؼىۡ(ةرقبلا٩٧١ۡ)ۡ
Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al 
Baqarah 179).
5
 
b. Al Maidah ayat 49 yaitu : 
ُِۡ َأَوۡٱٌُن  حَۡۡهَزَّأ َٰۡٓا ََ ِتٌَُۡهْ  َيتٱُۡ َّللَّۡۡوۡ  ٌ ُهَءَٰٓاَى  َهأۡ  ِغثََّرذَۡلََوٱ ٌۡ ُه  زَر  حَۡۡكُىِْر  َفيَُۡأ 
َۡهَزَّأ َٰۡٓا ٍَ ِۡض  َؼتۡ ِۢ َػٱُۡ َّللَّۡۡفْۡا  ىَّىََىذَُِۡئفۡ ََۖل  َيِىإٲ ٌۡ َي  ػُۡۡديُِسيۡا ََ ََّّأٱُۡ َّللٌَُّۡهثيُِصيَُۡأ 
 ۡ  ٌ ِِهتُىُّذِۡض  َؼِثتۡۡ َِ ٍِّ ۡاٗسِيثَمۡ َُّ ِإَوٱِۡساَّْىۡۡ َُ ُىقِض
ََٰفى(ةدئاملاۡ٩١)ۡ
 
Artinya : “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik”. (QS. Al Maidah 49).6 
 
c. An Nisa ayat 65 yaitu : 
ََۡلفْۡۡاوُدَِجيَۡلَۡ ٌَّ ُثۡ  ٌ َُهْ  َيتَۡسَجَشۡا ََ ِيفَۡكى َُ ِّنَُحيۡ ًٰ َّرَحۡ َُ ُىْ ٍِ  ُؤيَۡلََۡلِّتَزَو 
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Departemen Agama RI., Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al 
Quran, 2005), h. 165  
6
Ibid., h. 298.  
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ۡا َٗ ِيي  َضذْۡاى َُ ِّيَُضيَوَۡد  يََضقۡا ََّ ٍِّ ۡاٗجَسَحۡ  ٌ ِهُِضفَّأۡ َِٰٓيف(ءاّسنلا٫٪)ۡ
 
Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu 
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya”. (QS. An Nisa 65)7 
 
Selain ayat-ayat atau nash Al Qur‟an yang menjadi dasar hukum 
tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang 
penting dalam syari‟at Islam adalah sebagai berikut : 
  صنلا ِدجوُرُو َلجب َق ِءلاقُعلا ِلاَعَفلا َمكُحلا 
Artinya : “Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan 
orang-orang yang berakal sehat”.8 
Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang 
cakap (mukallaf) tidak dapat, dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, 
selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mempunyai 
kebebasanuntuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga 
ada nash yang melarangnya. 
Pengertian dari kaedah tersebut berkaitan dengan kaedah yang lain 
yaitu sebagai berikut : 
 َا َجلا جص ُل  ِف  َجلاا جش َي ُءا  َا ِجلا َب َحا ِة  َح َّتّ َي  ُق جو ُم  َّدلا ِل جي ُل  َع َىل  َّتلا جح ِر ِجي  
                                                 
7
Ibid., h. 376. 
8
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 181  
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Artinya : “Pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sehingga ada dalil 
yang menunjukkan keharamannya”.9 
Kaedah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan 
sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan 
kebolehan yang dinyatakan oleh syara‟. Dengan demikian selama belum ada 
nash yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan 
dan sikap tidak berbuat tersebut Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak 
berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah hanya karena dilarang saja 
melainkan juga harus dinyatakan hukumannya, maka kesimpulan yang dapat 
diambil dari semua kaedah tersebut adalah bahwa menurut syari‟at Islam tidak 
ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash. 
3. Unsur-unsur Jarimah 
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam 
hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut : 
a. Secara yuridis normatif disuatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang 
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan 
hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur 
materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap 
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. 
b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang 
secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu 
perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya 
telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. 
Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya 
                                                 
9
Jalaluddin As-Sayuthi, Al Asybah wa An Nazhair fi Al Furu’, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), h. 43  
21 
 
berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang 
satu dengan jarimah yang lain.
10
 
  
Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk 
jarimah itu ada tiga macam : 
a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan 
mengancamnya dengan hukuman. 
b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik 
berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). 
c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukannya.
11
 
   
Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan 
pelakunya  dapat dikenakan hukuman  apabila memenuhi  unsur-unsur sebagai 
berikut : 
a. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan 
hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surah Al-
Maidah ayat 38 yaitu : 
َۡوٱُۡقِزاَّضىَۡۡوٱَُۡحقِزا َّضىَۡۡفٲْۡا َٰٓىَُؼط  قۡۡ َِ ٍِّ ۡٗل ََٰنَّۡاثَضَمۡا ََ ِتۡ َۢءَٰٓاَزَجۡا ََ َُهيِد  َيأٱ ِۡ َّللّۡ 
َۡوٱُۡ َّللّۡۡ ٌٞ يِنَحٌۡزيِزَػ(ةدئاملا ٨٣)ۡۡ
 
Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
(QS. Al Maidah : 38)
12
 
 
                                                 
10
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2006), h.27-28.  
11
Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamiy, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), h.110-111.  
12
Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 261.   
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b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan 
saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun 
belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.  
c. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh 
dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau 
masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang 
yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. 
Adapun pengklasifikasian unsur-unsur tindak pidana dalam Islam 
adalah sebagai berikut : 
a. Unsur formal jarimah 
Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) 
apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan 
tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur 
formal jarimah.  
b. Unsur materiil jarimah 
Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan 
kerugian kepada individu atau masyarakat. Misalnya dalan jarimah zina 
unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, jarimah 
qadzaf unsut materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina, 
sedangkan jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  
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4. Pembagian Jarimah 
 
Adapun pembagian jarimah ditinjau dari aspek niat dari pelakunya adalah 
sebagai berikut : 
1. Jarimah sengaja (jara-im maqshudah/dolus) 
Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah 
sengaja adalah jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh 
seseorangdengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui 
bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.
13
  
Berdasarkan defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah 
sengaja harus dipenuhi tiga unsur yaitu : 
a. Unsur kesengajaan 
b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya 
c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.14  
Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada jarimah 
pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan 
perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki 
pula. Kalau sipembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki 
akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi-sengaja”. 
                                                 
13
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006), h. 22  
14
A. Hanafi, Op. Cit., h. 22  
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Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa 
kematian”.15  
2. Jarimah tidak sengaja (jara-im ghairu maqshudah/colpus) 
Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja 
adalah jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja 
(berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut 
terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).
16
  
Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam yaitu : 
a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi 
jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua 
bagian yaitu : 
1) Keliru dalam perbuatan أطخًۡۡفۡۡوؼفيا  
 Contohnya seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya 
menyimpang mengenai manusia. 
2) Keliru dalam dugaan  أطخۡۡدصقياًۡفۡۡ  
Contohnya seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya 
penjahat yang sedang dikejarnya, tetapi ternyata ia penduduk biasa dan 
bukan penjahat yang dimaksud. 
b. Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama 
sekali yaitu disebut “jariyah majral khatha”, contohnya seseorang yang 
                                                 
15
Haryanto Imam, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 133  
16
Abdul Qadir Audah, Op. Cit. h. 199  
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tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu 
sampai mati. 
Pentingnya pembagian di atas dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai 
berikut : 
a. Dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat 
jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecendrungan untuk 
berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk jarimah yang 
dilakukan dengan sengaja lebih berat daripada jarimah dilakukan tidak 
sengaja. 
b. Dalam jarimah sengaja hukuman hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila 
unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja 
hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya 
semata-mata dari pelaku.
17
  
 
Sedangkan pembagian jarimah apabila ditinjau dari aspek objek 
perbuatan dan motifnya adalah sebagai berikut : 
  1. Jarimah ditinjau dari aspek objek perbuatan 
a. Jarimah perseorangan (jara-im dhiddul-afraad) 
Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya 
dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun 
sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung 
masyarakat. Jarimah qishash dan diat termasukkedalam kelompok 
jarimah perseorangan. Jarimah ta‟zir sebagian ada yang masuk jarimah 
perseorangan yaitu apabila yang dilakukannya merrugikan hak 
perseorangan, seperti penghinaan, penipuan dan semacamnya. 
 
                                                 
17
Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 23  
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b. Jarimah masyarakat (jara-im dhiddul-jamaa’ah) 
Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya 
dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun 
sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga 
menyinggung perseorangan. 
Jarimah-jarimah hudud termasuk ke dalam jarimah masyarakat, 
meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan, seperti 
pencurian dan qadzaf. Jarimah ta‟zir sebagian ada yang termasuk jarimah 
masyarakat seperti, penimbunan bahan-bahan pokok makanan kebutuhan 
sehari-hari, korupsi dan lainnya. Dalam jarimah masyarakat tidak ada 
pengaruh maaf, karena hukummannya merupakan hak Allah (hak 
masyarakat). 
c. Jarimah ditinjau dari aspek motifnya yaitu : 
1) Jarimah Biasa (al-jarimah al-adiyah) 
Adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa 
mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik, jarimah biasa terdapat 
dalam keadaan normal. 
2) Jarimah Politik (al-jarimah al-siyasiah) 
Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian jarimah 
politik adalah jarimah politik adalah jarimah yang merupakan 
pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat 
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pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh 
pemerintah.
18
  
Dikalangan fuqaha “jarimah politik” disebut “albaghyu” dan 
pembuat-pembuatnya disebut “al-bughaat”. Yang dimaksud dengan 
“bughaat” ialah orang-orang yang memberontak kepada imam 
(penguasa negara) berdasarkan ta’wil (alasan) tertentu dan mempunyai 
kekuatan tertentu atau segolongan kaum muslimin yang menentang 
penguasa negara tertinggi atau wakilnya karena dua hal : 
a) Tidak mau melakukan suatu kewajiban seperti zakat, atau sesuatu 
hukum syara‟ yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia 
dan lainnya. 
b) Hendak mencopot penguasa tertinggi karena dipandang telah 
menyeleweng.
19
 
 
Syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan yang 
memberontak untuk dapat disebut bughaat ada tiga macam yaitu : 
1) Tujuan : harus mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak mencopot 
kepala negara atau badan eksekutif atau tidak hendak tunduk 
kepadanya. 
2) Alasan (ta’wil) : mengemukakan alasan pemberontakannya serta 
dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri 
lemah. 
3) Suasana pemberontakan dan perang :  untuk digolongkan kepada 
jarimah politik, maka sesuatu perbuatan harus dilakukan dalam 
keadaan pemberontakan atau perang saudara yang dikobarkan untuk 
mewujudkan masksud-maksud jarimah.
20
 
 
                                                 
18
Ibid., h. 27  
19
 Ibid., h. 29 
20
Ibid., h. 31   
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Hukuman jarimah politik dapat berbeda-beda, menurut 
perbedaan keadaan dimana jarimah itu terjadi. Jarimah yang dilakukan 
daalam suasana pemberontakan dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 
a. Jarimah yang diperlukan oleh suasan tersebut 
Contohnya menganiaya orang-orang pemerintahan yang 
ditentang dan membunuhnya. Menguasai harta benda negara, 
merusak jalan-jalan, membakar gedung-gedung dan perbuatan lain 
yang diperlukan oleh strategi pertempuran. 
Terhadap perbuatan tersebut syara‟ memperbolehkan 
membunuh mereka dan merampas harta bendanya sekedar untk 
menumpas gerakan mereka.kalau negara sudah dapat menguasai 
mereka, dan merekapun sudah menguasai mereka, dan merekapun 
telah meletakkan jabatannya maka jiwa dan raga mereka tidak boleh 
diganggu. Kemudian negara boleh mengampuni mereka atau 
menjatuhkan hukuman ta‟zir atas mereka, karena penyelewengan 
mereka, buakn karena jarimah-jarimah yang diperbuat oleh mereka 
selama melakukan penyelewengan. 
b. Jarimah lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keperluan 
pemberontakan dan perang. Jarimah ini dianggap jarimah biasa. 
Sebelum revolusi perancis, hukum-hukum positif 
menganggap jarimah-jarimah politik lebih berbahaya dari jarimah 
biasa. Setelah revolusi perancis dan setelah banyak terjadi 
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perubahan sistem politik dinegeri-negeri Eropa, maka pembuat 
jarimah politik diperlakukan dengan lunak dari hukuman jarimah 
biasa. 
Sarjana-sarjana hukum berbeda pendapatnya tentang ciri 
pemisah antara jarimah biasa dengan jarimah politik : 
1) Golongan pertama : ciri pemisah tersebut adalah “tujuan” 
2) Golongan kedua : ciri pemisah adalah macamnya hak yang 
dilanggar, tanpa memperhatikan niatan si pembuat. 
3) Golongan ketiga : jarimah yang dilakukan dalam keadaan biasa 
digolongkan pada jarimah biasa, meskipun untuk maksud politik. 
Sedang jarimah-jarimah yang terjadi selama selama dalam 
keadaan pemberontakan dan perang saudara, maka digolongkan 
pada jarimah politik.
21
 
 
Pendapat terbaru di kalangan hukum positif menganggap 
suatu perbuatan sebagai jarimah politik, apabila ditujukan 
kepada para penguasa dan bentukpemerintahan kedalam, bukan 
yang ditujukan terhadap sistem sosial atau terhadap kemerdekaan 
negara dan hubungannya dengan negara-negara lain, serta 
dengan syarat harus terjadi pada masa pemberontakan dan 
perang saudara serta diperlukan pula oleh sifat pemberontakan 
dan perang saudara itu sendiri.
22
  
Sedangkan pembagian jarimah apabila ditinjau dari aspek pelaksanaan 
dan bobot hukumannya adalah : 
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Hiwari Asnawai,  Jarimah Kontemporer, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 196. 
22
 Ahmad Hanafi, Op. Cit., h. 19-24 
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1. Jarimah ditinjau dari aspek pelaksanaannya dibagi menjadi : 
a. Jarimah positif (jara-im iijaabiyyah/ delicta commissionis) 
Adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang 
dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan. 
b. Jarimah negatif (jara-im sal biyyah/ delicta ommissionis) 
Adalah jarimah yang terjadi karena tridak mengerjakan 
perbuatan diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat. Jarimah 
negative ada dua macam : 
a. Jarimah negatif semata-mata (delik ommissionis) 
b. Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif/ jarimah positif 
dengan jalan negatif (delik Commissionis per ommissionem 
commisa) 
Dalam hukum positif, jarimah negatif brau terdapat sejak abad 
ke-19 Masehi. Sebelum masa tersebut, kebanyakan sarjana-sarjana 
hukum positif berpendirian “tidak mungkin terjadi jarimah dari sikap 
tidak berbuat”. Hanya sebagian kecil dari sarjana-sarjana hokum 
tersebut yang berpendirian sebaliknya. Pada akhirnya pendirian kedua 
tersebut mendapat pengikut terbanyak, meskipun tidak diambil 
keseluruhannya. 
Contoh sikap tidak berbuat yang menimbulkan jarimah ialah 
menahan orang dengan melawan hokum tanpa memberinya makan, 
dengan maksud untuk membunuhnya. Contoh sikap tidak berbuat 
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yang tidak menimbulkan jarimah ialah tidak mau menolong orang 
yang akan tenggelam, atau orang yang terkepung dalam api. Contoh 
tersebut hampir sama dengan contoh yang dikemukakan oleh fuqaha. 
Tentang sumberkewajiban untuk berbuat menurut hokum 
positif yaitu undang-undang atau perjanijian, sama benar dengan 
sumber yang dikemukakan oleh fuqaha yaitu syari‟at sesuai dengan 
surat Al-Maidah ayat 1 yaitu : 
َاهَُّيأَٰٓ َٰيۡٱَِۡ يِرَّىِۡۡتْۡاُىف  َوأْۡا َُٰٓىْ ٍَ اَءٲ ِۡدُىقُؼ
 ىُۡۡح ََ يَِهتٌَُۡنىۡ  دَّيُِحأٱٌِۡ َٰؼ  ّ َ  لۡۡا ٍَ ۡ َِّلَإ 
ۡۡيِّيِح ٍُ َۡس  يَغۡ  ٌ ُن  َييَػۡ ًٰ َي  ُريٱِۡد  ي َّصىۡۡ َُّ ِإۡ  ًٌ ُسُحۡ  ٌ ُرَّأَوٱَۡ َّللُّۡۡديُِسيۡا ٍَ ۡ ٌُ ُن  َحي 
ۡ(ةدئاملا ٩)ۡ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al 
Maidah : 1)
23
 
 
Akan tetapi mengenai “kebiasaan” (urf), maka pandangan 
hukum positif tidak menganggapnya sebagai sumber kewajiban . 
dalam hal ini pandangan Hukum Pidana Islam lebih tepat, karena 
semua Syari‟ah dan undang-undang bahkan pendapat tiap-tiap orang, 
tentu akan mengatakan bahwa apa yang diwajibkan oleh kebiasaan 
harus dilaksanakan, tanpa memerlukan ketentuan demikian secara 
tersendiri dalam perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan 
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Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 297 
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beberapa orang tertentu, sebab kebiasaan yang sudah diakui oleh 
semua orang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.
24
  
Beberapa contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana antara lain : 
1. Kekerasan 
Dalam bahasa Inggris, kekerasan disebut Violence. Dalam bahasa 
latin disebut violentus yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan 
atau berkuasa, adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi 
yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun 
secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan 
pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh 
perorangan atau sekelompok orang. 
Kekerasan antara lain berupa pelanggaran (penyiksaan, 
pemerkosaan, pemukulan, dll) yang menyebabkan penderitaan atau 
menyakiti orang lain, hingga batas tertentu. Istilah kekerasan juga 
berkonotasi kecenderungan agresif melakukan perilaku yang merusak. 
Kekerasan disini juga bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga, yang 
telah dibahas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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2. Pembunuhan 
Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “Bunuh” yang mendapat 
awalan pe-dan akhiran–an yang mengandung makna mematikan, 
menghapuskan atau membinasakan. Dalam pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang menerangkan “Barang siapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidanakan karena pembunuhan, 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 
Ada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu : 
a. Tindak pidana pembunuhan biasa (doodslag) diatur dalam pasal 338 
KUHP. 
b. Tindak pidana pembunuhan berat/berkualifikasi diatur dalam pasal 339 
KUHP. 
c. Tindakan pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 
KUHP. 
d. Tindakan pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam 
pasal 341, 342, dan 343 KUHP. 
e. Tindakan pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam 
pasal 334 KUHP. 
f. Tindakan pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, 
memberi pertolongan, dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur 
dalam pasal 345 KUHP. 
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g. Tindakan pengguguran kandungan, diatur dalam pasal 346 sampai 349 
KUHP. 
3. Pencurian 
Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya 
secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. 
Pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-
diam yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik 
orang lain dan ada niat tidak baik. Pencurian menurut Muhamad Syaltut 
adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang 
dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yaitu : 
َۡوٱُۡقِزاَّضىَۡۡوٱَُۡحقِزا َّضىَۡۡفٲْۡا َٰٓىَُؼط  قۡۡ َِ ٍِّ ۡٗل ََٰنَّۡاثَضَمۡا ََ ِتۡ َۢءَٰٓاَزَجۡا ََ َُهيِد  َيأٱ ِۡ َّللّۡ 
َۡوٱُۡ َّللٌّۡۡٞ يِنَحٌۡزيِزَػۡ(ةدئاملاۡ٨٣ۡۡ)ۡۡ
Artinya : ”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”. (QS. Al Maidah 38) 
 
4. Korupsi 
Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau korparasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
25
 Dalam ilmu 
politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan 
administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri 
maupun orang lain, atau ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. 
Didalam Al-qur‟an ada beberapa ayat yang melarang perbuatan 
korupsi, karena korupsi selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang 
banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 
161yaitu : 
ا ٍَ َوۡۡ ًَ  َىيۡ َّوَغۡا ََ ِتِۡخ
 َأيۡ  ُوي  َغيِۡ ٍَ َوۡ
 َّوَُغيَُۡأۡ ٍِّيَثِْىۡ َُ اَمٱ ِۡح ََ َِٰيق
 ىۡۡ ًٰ َّفَُىذۡ ٌَّ ُث 
ۡ َُ ى َُ َي  ُظيَۡلَۡ  ٌ ُهَوۡ  َدثَضَمۡا ٍَّ ٖۡش  َفّۡ ُّوُم(نارمع لآ٩٫٩)ۡ
Artinya : “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan 
perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan 
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang 
mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran 161) 
 
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bagaimana sikap nabi yang 
tidak mungkin berkhianat atau terlebih mengambil harta rampasan perang 
untuk digunakan sendiri. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita 
selaku umat muslim untuk tidak menggunakan harta yang bukan milik kita, 
atau dari jalan-jalan yang tidak halal. Ayat Al Qur‟an yang lain adalah QS. 
Al Baqarah ayat 188 yaitu : 
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َۡلََوِۡۡتٌَُۡنْ  َيتٌَُۡنى َٰى  ٍ َأْۡا َُٰٓىيُم
 َأذٲِۡوِط َٰث  ىًَِۡۡىإ ََٰۡٓاِهتْۡاُىى  ُدذَوٱًِۡ ا َّنُح  ىْۡۡاُىيُم
 َأِرى 
ِۡۡه َٰى  ٍ َأۡ  ِ ٍِّ ۡاٗقيَِسفٱِۡساَّْىِۡۡتٲٌِۡ
 ث ِ  لۡۡۡ َُ ى َُ َي  َؼذۡ  ٌ ُرَّأَو(ةرقبلا ٩٣٣)ۡۡ
 
Artinya :  “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah : 188) 
 
Penjelasan tentang larangan memakan harta yang bukan milik 
sendiri juga dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 27 dan surat Al-
Mu‟minun ayat 8, ini mengandung arti bahwasannya didalam Al-Qur‟an 
sudah sangat dijelaskan bagaimana larangan yang tegas terkait tindakan 
korupsi. Di indonesia, Undang-undang tentang pemberantasan korupsi 
dijelaskan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengg 
antikan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
5. Pelecehan seksual dan pemerkosaan 
Pemerkosaan adalah suatu tindakan melakukan hubungan seksual 
dengan orang lain dengan cara memaksa demi mendapatkan kepuasan 
seksual sementara. Dampak dari pemerkosaan antara lain : 
a. Mengakibatkan stress hingga gangguan kejiwaan 
b. Cidera atau luka-luka karena penganiayaan 
c. Kehilangan keperawanan/kesucian bagi seorang gadis 
d. Hamil diluar nikah sehingga mengakibatkan banyak masalah sosial 
e. Merusak mental korban 
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f. Dapat mengakibatkan penyakit seksual yang berbahaya 
Oleh sebab itu bagaimana hukum hukum yang melarang perbuatan 
pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan 
dalam pasal 285. Dalam hukum islam, perbuatan pemerkosaan termasuk 
perbuatan yang tidak dibenarkan, karena agama islam memberikan 
kemudahan bagi manusia untuk menikah dengan kepada seseorang yang 
dicintainya, juga sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ayat Al-Qur‟an yang 
berhubungan dengan anjuran pernikahan sehingga mencegah perbuatan 
pemerkosaan adalah : 
َۡو۞ٱُۡد ََْٰص  ح َُ  ىۡۡ َِ ٍِٱِۡءَٰٓاَضِّْىَۡۡة َٰرِمۡ َۖ  ٌ ُُنْ ََٰ  َيأۡ  دََني ٍَ ۡا ٍَ ۡ َِّلَإٱِۡ َّللّۡوۡ   ٌ ُن  َييَػ 
 ۡيَغۡ َِ ِيِْص  ح ٍُّ ٌُِۡنى َٰى  ٍ َ ِأتْۡاىَُغر  َثذَُۡأۡ  ٌ ُِنى
َٰذَۡءَٰٓاَزَوۡا ٍَّ ٌَُۡنىۡ َّوُِحأ َۡ  َِ يِِحف َٰض ٍُ َۡس 
ۡا ََ َفٱٌُر  َؼر  َ َر  صِِۡۡهتۦَۡۡفۡ َِّ ُه  ْ ٍَِ ۡ َِّ ُهُىذاَِّۡ ُهَزىُُجأۡۡ  ٌ ُن  َييَػَۡحَاُْجَۡلََوۡ
 
ٗحَضيَِسف 
ِِۡهتٌُۡر  يَض ََٰسذۡا ََ ِيفۦِۡۡد  َؼتۡ ِۢ ٍِٱ ِۡحَضيَِسف
 ىۡۡ َُّ ِإٱَۡ َّللّۡۡا َٗ يِنَحۡا ًَ ِييَػۡ َُ اَم(ءاّسنلاۡ٤٩ۡ)ۡ
Artinya : “Juga (dilarang bagimu) wanita2 yang telah menikah, kecuali 
mereka (budak2) yang dimiliki tangan kananmu. Demikian Allah telah 
memerintahkan padamu. Wanita-wanita lainnya adalah halal bagimu, jika 
kau memberi mereka (mahar) dari harta milikmu, menginginkan kesucian, 
dan bukan perzinahan. Maka dari antara wanita-wanita itu yang telah kau 
nikmati, berilah mereka maharnya, tapi jika kau ingin (memberi lebih 
banyak) dari kewajiban mahar (yang telah ditetapkan), maka hal 
itu bukanlah dosa bagimu. Sungguh benar, Allah itu Maha Mengetahui, 
Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 24) 
Masih banyak lagi contoh-contoh tindak pidana, baik itu yang 
menyangkut individu, kelompok atau bahkan masyarakat. Setelah kita 
mengetahui bagaimana contoh-contoh tindak pidana beserta sanksi yang 
ada terhadap tindak pidana tersebut, maka sudah seharusnya kita menjadi 
salah satu elemen yang membantu untuk meminimalisir tindak kejahatan, 
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khususnya dinegara kita. Memulai dari diri sendiri dan bisa menjadi contoh 
bagi orang lain, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram. 
 
B. Pembunuhan dalam Hukum Islam 
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan 
atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang 
meninggal dunia.Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu 
perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.Hukuman bagi orang 
yang membunuh orang islam dengan sengaja. 
Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum Muslim melakukan 
pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman 
pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Allah SWT 
berfirman yaitu ; 
َاهَُّيأَٰٓ َٰيۡٱَِۡ يِرَّىۡۡ ٌُ ُن  َييَػَِۡةرُمْۡاُىْ ٍَ اَءٱُۡصاَِصق
 ىِۡۡيفٱًَۡۖ َي  َرق  ىۡٱُّۡسُح  ىِۡۡتٲِّۡسُح
 ىَۡۡوٱُۡد  ثَؼ  ى 
ِۡۡتٲِۡد  ثَؼ
 ىَۡۡوٱًٰۡ َثُّ  لِۡۡۡتٲ
 ًٰۡ َثُّ  لَُۡۡۡهىَِۡيفُػۡ  ِ ََ َفۥَۡۡفۡٞء  يَشِۡهيَِخأۡ  ِ ٍِٲُۡۢعَاثِّذِۡۡتٲِۡفوُس  ؼ ََ
 ىٌۡۡءَٰٓاََدأَو 
ِۡى
َٰذۡ  ِٖ َٰض  ِحِئتِۡه  َيِىإَۡلۡۡ ِِ ََ َفۡ
 
ٞح ََ  حَزَوۡ  ٌ ُنِّت َّزِۡ ٍِّ ۡٞفِيف  َخذٱٰۡيََدر  ػَُۡۡهَيفَِۡلى
َٰذَۡد  َؼتۥۡ 
ۡ ٌٞ ِيَىأٌۡباَرَػ٩٧٣ۡۡ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang 
mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 
yang sangat pedih”. [TQS Al Baqarah (2):178] 
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Adapun, jika seseorang tidak berlibat dalam pemukulan secara langsung, 
maka, hal ini perlu dilihat. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan 
terjadinya pembunuhan, seperti menghentikan pihak yang hendak dibunuh, lalu 
orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan korban 
kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lain-lain, maka orang tersebut tidak 
dianggap sebagai pihak yang turut bersekutu dalam pembunuhan, akan tetapi 
hanya disebut sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Oleh karena itu, 
orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara saja.  
Adapun ketiga klasifikasi pembunuhan itu adalah sebagai berikut :
26
 
1. Pembunuhan dengan disengaja (qathlul amdi)  
Yaitu pembunuhan yang yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap 
seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada kebiasaan 
alat tersebut dapat membuat orang mati. Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang 
dilakukan dengan disengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, 
dianggap sebagai suatu jarimah dan juga dosa besar (akbarul kaba’ir). 
Hukuman jarimah ini apabila memenuhi persyaratan dan semua unsur-unsur 
adalah dibunuh kembali. 
Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu : 
a. Korban adalah orang yang hidup. 
b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.  
c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.27 
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Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang 
ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu 
merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut 
menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga 
tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan 
bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. 
Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara 
melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu. 
Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan 
sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada 
orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada 
umumnya dapat menyebabkan mati. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, 
pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang 
disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan 
sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan 
pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya 
menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, 
walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang 
menyebabkan mati (masuk dalam katagori syibh amd). 
2. Pembunuhan tidak disengaja (qathlul ghairul amdi) 
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Pembunuhan tidak disengaja ketidak sengajaan dalam dua unsur, yaitu 
perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pembunuhan ini disebut juga 
pembunuhan karena kesalahan. Contohnya, ketika seseorang yang membidik 
binatang buruan, kemudian salah sasaran dan terkena kepada manusia yang 
darahnya dilindungi.
28
 
Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ; 
a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian 
b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan 
c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan 
kematian korban. 
Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran 
tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan 
menerima konsekuensi (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan 
pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak 
yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu 
Hazm dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan 
sengaja (Qatl 'Amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang 
dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja 
(Qatl al-Khata'), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam 
jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu : 
                                                 
28
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. 2, h. 136-
137  
42 
 
a. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan 
kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini 
disebut salah dalam perbuatan (error in Concrito). 
b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh 
seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang 
tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus 
ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri; kesalahan 
demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto). Ibnu Hazm menolak 
pembunuhan sengaja salah (Qatl al-Khata'), seperti yang diungkapkan oleh 
ulama lain, lebih lanjut Ibnu Hazm berpendapat, bahwa pembunuhan sengaja 
salah adalah pendapat fasid yang menyalahi Nas al-Qur'an dan sunnah, 
karena dalam al-Qur'an dan sunnah sendiri tidak menerangkan sama 
sekali. Seperti macam pembunuhan yang dianut oleh Mazhab Hanafi, 
Hambali dan Syafi'i, yang menambahkan adanya pembunuhan semi sengaja) 
syibhu al amdi), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak 
dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. Adapun 
dalam pembunuhan salah Ibnu Hazm mengatakan, bahwa pembunuhan 
tersebut bukan suatu dosa, sebab suatu dosa itu yang dilarang Allah, sedang 
kesalahan itu tidak dilarang Allah Karena kesalahan itu di luar kemampuan 
manusia. Oleh karena itu, segala kesalahan diampuni Allah dan tidak berdosa 
bagi orang yang tersalah. 
c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 
kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan 
menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.
29
 
 
Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran 
tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan 
menerima konsekuensi (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan 
pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak 
yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu 
Hazm dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan 
sengaja (Qatl 'Amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang 
dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja 
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(Qatl al-Khata'), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam 
jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu: 
a. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan 
kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini 
disebut salah dalam perbuatan (error in concrito). 
b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh 
seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang 
tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus 
ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri; kesalahan 
demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto). Ibnu Hazm menolak 
pembunuhan sengaja salah (Qatl al-Khata'), seperti yang diungkapkan oleh 
ulama lain, lebih lanjut Ibnu Hazm berpendapat, bahwa pembunuhan sengaja 
salah adalah pendapat fasid yang menyalahi Nas al-Qur'an dan sunnah, 
karena dalam al-Qur'an dan sunnah sendiri tidak menerangkan sama 
sekali. Seperti macam pembunuhan yang dianut oleh Mazhab Hanafi, 
Hambali dan Syafi'i, yang menambahkan adanya pembunuhan semi sengaja) 
syibhu al amdi), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak 
dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. Adapun 
dalam pembunuhan salah Ibnu Hazm mengatakan, bahwa pembunuhan 
tersebut bukan suatu dosa, sebab suatu dosa itu yang dilarang Allah, sedang 
kesalahan itu tidak dilarang Allah Karena kesalahan itu di luar kemampuan 
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manusia. Oleh karena itu, segala kesalahan diampuni Allah dan tidak berdosa 
bagi orang yang tersalah. 
c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 
kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan 
menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. 
3. Pembunuhan semi disengaja (qathlu syighlul amdi) 
Pembunuhan semi disengaja atau pembunuhan yang menyerupai 
kesengajaan adalah tindakan yang sengaja dalam pemukulannya tetapi keliru 
dalam pembunuhannya. Misalkan seseorang yang memukul dengan alat yang 
diyakini tidak akan menimbulkan kematian seseorang, tetapi perbuatan tersebut 
ternyata menyebabkan kematian si korban pemukulan.
30
 
Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, 
yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku 
untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari 
perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Ada 3 (tiga) dalam 
pembunuhan semi sengaja, yaitu : 
a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. 
b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. 
c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 
korban. 
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C. Ukubah/Hukuman dalam Islam 
„Uqubah (hukuman) secara bahasa (etimologi) berasal dari kata „aaqaba –
yu’aaqibu –’uquubah, dan „aaqabtul lishsha mu‟aaqabatan wa „iqaaba, dan dalam 
bentuk isim al-’uqubah.31 Pengertian „uqubah secara istilah (terminologi) 
didefinisikan dalam terminologi syara‟ dengan definisi yang sangat banyak, di 
antaranya : 
1. Ibnu „Abidin dari ulama mazhab Hanafi mendefinisikan: bahwa ia adalah 
penghalang sebelum melakukan, ancaman sesudahnya. Maksudnya, dengan 
mengetahui syari‟atnya menghalangi keberanian melakukan dan 
terjerumusnya sesudahnya menghalangi kembali kepadanya. 
2. al-Mawardi dari ulama mazhab Syafii mendefinikan: sesungguhnya ia adalah 
ancaman yang diletakkan oleh Allah untuk menghalangi melakukan perbuatan 
yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. 
3. Abdul Qadir „Audah mendifinikan „uqubah: yaitu hukuman yang ditetapkan 
untuk kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah syari‟.32 
 
Dan yang tergambar dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa ia datang 
untuk hukuman secara umum, sama saja hukuman yang segera –di dunia- atau 
yang tertunda –di akhirat-. Maka pantas bahwa definisi itu dikaitkan dengan 
hukuman di dunia, untuk mengeluarkan pembalasan di akhirat yang tidak 
mengetahuinya kecuali Allah . Sebagaimana definisi yang ketiga membatasi 
hukuman dalam pembalasan yang ditetapkan untuk mashlahat, padahal ia adalah 
pencegah untuk pelaku kriminal, penghalang baginya dari terjerumus dalam 
                                                 
31
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. 6, h. 
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tindakan kriminal atau maksiat, sebagaimana ia menjadi penghalang bagi orang 
lain, di samping merupakan penebus dosanya. 
Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi 
tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan : 
1. Penggolongan pertama, didasarkan atas pertalian satu hukum dengan lainnya, 
dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu: 
a. Hukuman pokok (حييصأحتىقػ), seperti hukuman qisas untuk jarimah 
pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. 
b. Hukuman pengganti (حييدتحتىقػ), yaitu menggantikan hukuman pokok, 
apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, 
seperti, hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas. 
c. Hukuman tambahan (حيؼثرحتىقػ, „uqubah taba‟iyah), yaitu hukuman yang 
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, 
seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan 
pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisas 
(mati). 
d. Hukuman pelengkap (حيييَنرحتىقػ, „uqubah takmiliyah), yaitu hukuman 
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri 
dari hakim, dan syari‟at inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan 
hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan 
tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. 
2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan 
hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua 
macam hukuman, yaitu: 
a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas 
tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman 
had (80 kali atau 100 kali). 
b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah dimana 
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua 
batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah 
takzir 
3. Penggolongan ketiga, penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya 
hukuman, yang telah ditentukanp yaitu: 
a. تمزلاتبوقع’uqubah lazimah (hukuman keharusan), yaitu hukuman yang 
telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus 
melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan 
hukuman lain. 
b. ريخمتبوقعۡ „Uqubah Mukhayyarah (Hukuman pilihan), yaitu hukuman yang 
diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-
47 
 
hukuman yang ditetapkan oleh Syara‟ agar bisa disusaikan dengan 
keadaan pembuat dan pertbuatannya. 
4. Penggolongan keempat, ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, 
yaitu: 
a. Hukuman badan, yaitu dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, 
penjara, dan sebagainya. 
b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, 
seperti ancaman, peringatan dan teguran. 
c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti 
diat, denda, dan perampasan harta. 
 
5. Penggolongan kelima, ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan 
hukuman, yaitu : 
a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah 
hudud. 
b. Hukuman qisas-diyat, yaitu yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas-
diyat. 
c. Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas, diat 
dan beberapa jrimah takzir. 
d. Hukuman takzir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir.33 
 
Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari‟at Islam ialah 
pencegahan (سجزياىدسيا, arraddu waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan 
(ةيرهرياىحلصلَا, al-islah wat-tahzdib).34 Pencegahan ialah menahan pelaku agar 
tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus 
memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia 
tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang 
dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan 
demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap. Yaitu menahan terhadap 
pelaku sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain 
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untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. 
Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari‟at Islam tidak lalai untuk 
memberikan perhatiannya teradap diri pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan 
mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, 
sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan 
hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, 
serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapat ridha Tuhan. 
Pembatalan uqubah ialah tidak dapat dilaksanakannya hukuman yang 
telah dijatuhkan, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan 
sudah tidak ada lagi, atau waktu pelaksanannya sudah lampau, atau keadaan lain 
yang berhubungan dengan mental dan psikis terhukum. Hal-hal yang 
menyebabkan batalnya uqubah : 
1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda ,diyat, 
dan perampasan harta . 
2. Hilangnya anggota badan yang harus di kenakan hukuman, maka hukumnya 
berpindah pada diyat dalam kasus jarimah qishash, 
3. Tobat dalam kasus hirabah, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman 
ta‟zir bila kemaslahatan umum menghendakinya. 
4. Perdamaian dalam kasus jarimah qishash dan diyat dalam .dalam hal inipun 
ulil amri dapat menjatuhkan hukuman ta‟zir bila kemaslahatan umum 
menghendakinya. 
5. Pemaafan dalam kasus qishash dan diyat yang serta dalam kasus qishash dan 
diyat serta dalam kasus jarimah ta‟zir berkaitan dengan hak adami. 
6. Diwarisinya qishash, dalam hal inipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman 
ta‟zir, seperti ayah membunuh anaknya. 
7. Kadaluwrasa.menurut imam Malik, Syafi‟i, dan Ahmad didalam hudud tidak 
ada kadarluwasa. 
8. Hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pelaku, sedangkan 
kebolehan suatu perbuatan bertlian dengan perbuatan itu sendiri.
35
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Berbagai teori mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang 
melakukan tindak pidana gabungan, kedua teori tersebut adalah teori saling 
memasukkan (at-tadaahul), teori penyerapan (al-jabbu) dan percampuran (al 
mukhtalath), yaitu : 
1. Teori saling memasukkan (at-tadaahul) 
Seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan 
mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu 
jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling 
memasuki, sebagian masuk pada sebagaian yang lain, sehingga hanya satu 
hukuman saja yang dijatuhkan. 
Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu pertama, apabila 
jarimah yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu 
dilakukan berulangkali namun dalam jenis yang sama maka sudah 
sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada 
keputusan hakim. Alasan dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar 
dari pemberian hukuman adalah untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila 
satu hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut 
maka tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut 
mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk 
mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup 
untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi 
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perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman 
tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya. Kedua, meskipun 
beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun 
hukumannya bisa saling memasuki dan cukup satu hukuman saja yang 
dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan tujuan yang saja. Dalam hal ini 
terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman 
tersebut dilakukan, atas dasar menjaga kemaslahatan.  Dalam hal ini dapat 
diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan 
hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki. Kelemahan dari 
metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena terkadang adanya 
penggabungan hukuman menyebabkan sampainya hukuman pada batas yang 
berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh waktu. Jadi 
apabila terjadi penggabungan hukuman maka berdasarkan teori ini maka 
hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup. 
 
2. Teori penyerapan (al jabbu) 
Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan 
jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus 
menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap 
hukuman-hukuman yang lain. 
Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan 
hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal 
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ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana 
hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.  Kelemahan dari teori ini adalah 
memudahkan dan menyia-nyiakan perkara. 
3. Teori percampuran (al mukhtalath) 
Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al jabbu (penyerapan) dan 
teori ad tadaahul (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan 
keduanya dan mencari jalan tengahnya. 
Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan 
membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman 
boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada 
pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang 
terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun 
dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun 
dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku 
tindak pidana.  
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BAB III 
 
PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN  
DALAM HUKUM POSITIF 
 
A. Pengertian Pembunuhan dengan Pemberatan 
Pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP diartikan 
sebagai ”pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan 
yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap 
tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau 
supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam 
tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
1
 
Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP adalah “diikuti, disertai, 
atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan 
lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan 
lain. Misalnya :A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A 
lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B. Kata “disertai” 
dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk 
mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak 
membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih 
dahulu membunuh penjaganya. Kata “didahului” dimaksudkan didahului 
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kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai 
barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang 
yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D 
menembak polisi yang mengejarnya.
2
 
Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut : 
a. Unsur subyektif. Adapun yang termasuk unsur subyektif adalah :  
1) dengan sengaja;  
2) dengan maksud 
b. Unsur obyektif. Adapun yang termasuk unsur obyektif adalah : 
1) Menghilangkan nyawa orang lain;  
2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana   lain;  
3) Untuk menyiapkan/ memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang 
akan, sedang atau telah dilakukan;  
4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya 
(peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan;  
5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh 
secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu 
melaksanakan tindak pidana.
3
 
 
Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai 
maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu 
(unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan 
dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, 
tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di 
depan sidang pengadilan. 
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Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 
339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak 
pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan 
bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam 
kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah 
mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang 
melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang 
menggerakkan, memotivasi, mempenaruhi, membujuk mereka untuk melakukan 
tindak pidana yang bersangkutan (uitlokker), dan mereka yang membantu/turut 
serta melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger).
4
 
Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan 
itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga 
ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan 
hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-
unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan 
menghilangkan hukuman. 
 
B. Macam-macam Pembunuhan  
Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang 
ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri 
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dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang 
lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu : 
1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak 
pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara 
lengkap dengan semua unsur-unsurnya.
5
  
Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barangsiapa sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun”.6 Sedangkan Pasal 340 KUHP 
menyatakan “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 
nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun.
7
 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam 
pembunuhan biasa adalah sebagai berikut : 
a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja 
b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa dan orang lain 
“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 
kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) 
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yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah 
terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud 
sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk 
menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan 
terlebih dahulu.
8
 
Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu 
“menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku 
harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan 
tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain.
9
 
Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa 
orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan 
tidak menjadi soal, meskipun  pembunuhan itu dilakukan  terhadap bapak/ibu 
sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. 
Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal 
ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi 
yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang 
mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan 
pelaku.
10
 Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan 
nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang 
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yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat 
dipertanggung jawabkan.
11
 
2. Pembunuhan dengan pemberatan 
Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut 
“pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap 
tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau 
supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam 
tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
12
 
Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah “diikuti, 
disertai, 
atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan 
lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya 
kejahatan lain. Misalnya : A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal 
oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B. Kata 
“disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan 
untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. 
Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut 
ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata 
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“didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar 
pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari 
kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk 
menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi 
yang mengejarnya.
13
 
Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut : 
a. Unsur subyektif :  
1) dengan sengaja 
2) dengan maksud  
b. Unsur obyektif :  
1) Menghilangkan nyawa orang lain 
2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana   lain 
3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang 
akan, sedang atau telah dilakukan 
4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya 
(peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan 
5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh 
secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu 
melaksanakan tindak pidana.
14
 
 
Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai 
maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan 
itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti 
dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah 
terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan 
harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. 
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Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan 
Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis 
tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-
pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang 
diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan 
“lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 
KUHP, yakni mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan 
(doenpleger), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan (uitlokker), dan mereka yang membantu/turut serta 
melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger).
15
 
Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan 
pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak 
pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan 
biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh 
tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat 
memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman. 
3.  Pembunuhan Berencana 
Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut 
"barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 
orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 
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pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.
16
 
Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut Pasal 340 
diutarakan, antara lain “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat 
pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup 
jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan 
melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.
17
 
M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara 
lain sebagai  “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 
mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” 
Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan yang dimaksud dengan 
direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang 
dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah 
melakukan perbuatannya dengan hati tenang. 
Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan 
berencana adalah sebagai berikut : 
a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu. 
b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.18 
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Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar 
dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan 
niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. 
4. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (kinder-doodslag) 
Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya bahwa sSeorang 
ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika 
dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan 
bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
19
 
Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu 
dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan 
anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur 
yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si 
ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan 
takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.
20
 
Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu 
adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga 
pembunuhan  tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum 
lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama 
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dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam kinderdoodslag 
melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP. 
5.  Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (Kinder-Moord) 
Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut 
“Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil 
sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, 
menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama 
kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.21 
Pasal 342 KUHP  dengan Pasal 341 KUHP  bedanya adalah bahwa 
Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum 
melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara 
melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi 
pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus 
sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP 
khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu 
tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut 
telah mempersiapkan alat-alatnya. 
6.  Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri 
Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP  yang bunyinya  sebagai 
berikut : 
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Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu 
sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum 
penjara selama-lamanya dua belas tahun.
22
 
Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas 
permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan 
yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu 
permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, 
maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum 
memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan 
Pasal 338 (pembunuhan biasa). Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP 
adalah jika dalam sebuah pendakian (ekspedisi), dimana kalau salah 
seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan 
untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak 
suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan; di dalam hal ini 
mungkin ia minta dibunuh saja. 
7.  Penganjuran Agar Bunuh Diri 
Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut 
“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, 
atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya 
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untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 
tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”.23 
 Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja 
menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh 
diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat 
dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila  
orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk 
bunuh diri; dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan 
dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya. Unsur “jika 
pembunuhan diri terjadi” merupakan “bijkomende voor-waarde van 
strafbaarheid”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan 
yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana. 
8. Pengguguran Kandungan 
Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata 
“abortus provocatus” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan 
dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam 
KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal 
tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada 
kasus pengguguran kandungan, yaitu ; 
a. Janin 
b. Ibu yang mengandung 
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c. Orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.24 
Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai  
(1) bakal bayi (masih di kandungan (2) embrio setelah melebihi umur dua 
bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. 
Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. 
Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum 
membedakan kedua hal tersebut.
25
 
Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah 
sebagai berikut : 
1) Pengguguran kandungan oleh si ibu 
Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai 
berikut : Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati 
kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang 
mengandung. Hal ini diatur oleh KUHP Pasal 347 yang bunyinya 
sebagai berikut : 
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a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati 
kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun 
b) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang 
mengandungnya. Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang 
bunyinya sebagai berikut : 
a) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati 
kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
b) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
26
 
 
C. Faktor Penyebab Pembunuhan dengan Pemberatan 
Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. 
Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat 
penyimpangan  terhadap norma-norma, terutama norma hukum. 
 Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut 
sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah 
sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya 
adalah anggota masyarakat.    
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Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah 
kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku 
yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan  sebuah 
kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor 
keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang 
berasal atau terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa 
yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan  itu timbul dari 
luar diri si pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor rumah tangga dan 
lingkungan.
27
  
Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana 
pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah :
28
  
1. Faktor keinginan 
           Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat  yang 
mendorong si pelaku  untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang 
yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa  yang secara tidak 
langsung telah  menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk 
meniru adegan tersebut.
29
 
2. Faktor kesempatan 
Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu 
keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang  sangat 
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mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya 
banyak terdapat pada diri si korban seperti: 
a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, hal ini 
disebabkan  orang tua   sibuk bekerja.  
b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada 
kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi 
anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah 
termakan rayuan dan terjerumus  tanpa mengetahui akibatnya.
30
 
 
3. Faktor  lemahnya iman 
Faktor lemahnya iman di sini  merupakan faktor yang sangat mendasar 
yang  menyebabkan seseorang  melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor 
itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi 
apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka 
kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor 
keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada 
maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor 
kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada 
maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor yang paling 
menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika  lemahnya iman 
seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi 
tanpa ada yang dapat mencegahnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak 
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pidana adalah: iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan 
terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan 
menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.  
 
D. Cara Mencegah Tindak Pidana Pembunuhan 
Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan mencakup aktivitas 
preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang 
telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga 
pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 
dilakukan secara preventif dan represif. 
1. Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 
terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik 
kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 
kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. Ramli Atmasasmita, menunjukkan beberapa cara untuk 
menanggulangi kejahatan yaitu sebagai berikut : 
a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan 
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tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah 
perbuatan jahat. 
b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 
gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 
kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan 
suatu kesatuan yang harmonis.
31
 
 
2. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan 
dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan 
sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 
hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 
peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit 
terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang 
terangkai  dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam 
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pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan 
penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :
32
 
a)  Perlakuan ( treatment ) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk 
perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 
ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut 
Soedjono E. yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu 
perlakuan, yaitu : 
1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 
perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum 
telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 
penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha 
pencegahan 
2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya 
tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si 
pelaku kejahatan. Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-
perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap 
perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha 
pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan 
kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti 
sedia kala.
33
 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua 
tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap 
pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi 
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dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi 
melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang 
mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 
b) Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 
perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya 
kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang 
sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena 
Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem 
kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem 
pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah 
hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi 
pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Ramli Atmasasmita mengemukakan bahwa tujuan dari 
pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat 
yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana,
34
 tetapi 
juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan 
diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam 
masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping 
narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka 
pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak 
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setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan 
lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala 
perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan 
masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar 
dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan 
perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar 
tempat dia bertempat tinggal 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
A. Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan 
dalam Pasal 339 KUHP 
 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan pembunuhan dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana 
yang dikerjakan oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang 
telah mendapat keputusan akhir. Artinya  pembunuhan dengan pemberatan dapat 
berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan 
yang sama. 
Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan di 
atur dalam Pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai, atau 
didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan 
perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau 
pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan 
melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara 
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. 
Adapun syarat-syarat pemberian hukuman apabila melakukan 
pembunuhan dengan pemberatan di dalam KUHP telah diatur sebagai berikut : 
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindakan-tindakan  pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat menjadi pengulangannya. Tindak 
pidana tersebut disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.  
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2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga 
menentukan tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Misalnya dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 485 ayat (2), 501 ayat (2), 
512 ayat (3). 
B. Pandangan Hukum Islam tentang Sanksi Pidana Pasal 339 KUHP terhadap 
Pembunuhan dengan Pemberatan 
 
Mengingat tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan masuk kategori 
tindak pidana gabungan karena pembunuhan dengan pemberatan  selalu diikuti, 
disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memudahkan perbuatan itu, oleh karenanya dalam pandangan hukum Islam harus 
diterapkan teori penyerapan (al jabbu) yaitu seseorang yang melakukan gabungan 
jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus 
menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap 
hukuman-hukuman yang lainnya yang dalam hal ini dapat diterapkan hukuman 
qishah, diyat dan kaffarat.  
Allah SWT adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan 
dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tak 
seorangpun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak 
yang telah Allah tetapkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu : 
اَل َٔااْإُُهتَۡقتٱَاسۡفَُّناٱِٙتَّنااَو َّشَحٱاُ َّللّااِتا َِّلئٱا
 ِّقَحۡناَاُۡهَعَجاَۡذَقفااٗيُٕهۡظَياَِمُتقاٍَي َٔ 
اِّا ِِّٛن َٕ ِنۦاا ِّٙفافِشُۡسٚاََلَفاا ُٗ
ََٰطۡهُسٱا ِمَۡتقۡنااُ َّّ َِئۥااٗسُٕصَُيا ٌَ اَك ) ءارسلإاا٪٪(اا
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Artinya : ”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah  
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS. Al-Isra‟ : 
33). 
Namun masih banyak orang yang tidak paham akan masalah tersebut. 
Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka menghilangkan nyawa 
orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama 
kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap 
Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-
mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial dengan satu kekuasaan atau 
kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik antara perorangan dengan 
kelompok. 
Dan Allah SWT, telah memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku 
pembunuhan yaitu dengan cara diqishas yang sudah ditetapkan didalam Al-
Qur‟an yaitu : 
َا َُّٓٚأَٰٓ ََٰٚاٱٍَا ِٚزَّنااُىُك ۡٛ َهَعاَِةتُكاْإَُُياَءٱُاصاَِصقۡنااِٙفٱا ٗ َهَۡتقۡناٱاُّشُحۡنااِتٱاِّشُحۡنأَاٱُاذۡثَعۡن 
ااِتٱِاذۡثَعۡنأَاٱاَٰٗ َثَُۡلۡااِتٱا
 َٰٗ َثَُۡلۡااَُّنا َٙ ِفُعا ٍۡ ًَ َفۥااَفاٞء ۡٙ َشاِّ َِٛخأا ٍۡ ِيٱا
 ُعَاثِّتااِتٱِافُٔشۡع ًَ ۡن 
ااِ ِتاِّ ۡٛ َِنئاٌءَٰٓاََدأ َٔاِن
ََٰرا   ٍ ََٰسۡحَاكاا ٍِ ًَ َفا
 
ٞة ًَ ۡحَس َٔ اۡىُكِّت َّساٍ ِّياٞفِٛفَۡختٱاَٰٖ ََذتۡع 
ااََُّهفاَِكن ََٰراَذَۡعتۥااٞىَِٛنأاٌباَزَع )ةرقبلا ٨٧١   (اا
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
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yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. 
al-Baqarah : 178) 
 
Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek bagi kehidupan 
manusia pastinya memiliki sebuah dasar yang paling penting yaitu keadilan. Ini 
terbukti dengan adanya firman Allah SWTdalam al-Qur‟an yaitu : 
ا ٌَّ ِئ۞ٱاَ َّللّااِتاُشُيَۡأٚٱِالۡذَعۡنأَاٱٍِا ََٰسۡح ِۡلۡااِ٘را ِ ٘
ََٰٓاتِٚئ َٔٱاَٰٗ َتُۡشقۡنأَاا ٍِ َعا َٰٗ َٓ ُۡ َٚٱِاءَٰٓاَشَۡحفۡن 
أَاٱِاشَكُ ًُ ۡنأَاٱا ِٙ َۡغثۡناٌَا ُٔشَّكََزتاۡىُكَّهََعناۡىُُكظَِعٚ ) لحنلاا٠٩(اا
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. an-Nahl : 90) 
Dalam hal ini, segala jenis kejahatan memang diharapkan tidak ada di 
dalam dunia ini. Akan tetapi, terbukti dari mulai awal kehidupan makhluk 
bernama manusia wujud kejahatan tetap ada dan tidak pernah luput di atas bumi. 
Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, penderaan, dan lain-lain. Oleh karena 
itu, ketika Islam turun, ia sudah mensiapkan paket-paket hukum dan hukuman 
bagi pelaku kejahatan-kejahatan ini. Walaupun kenyataan kejahatan ini tidak bisa 
100 % hilang di muka bumi, minimal pengaturan hukum Islam bertujuan 
menurunkan kadar statistik kejahatan yang melanda di negara Islam. Dalam hal 
ini, Islam memberikan hukuman berupa qishash. Secara istilah qishah adalah 
suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan bagi 
menunaikan hak manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah yaitu : 
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َالَاقااَفا  ِغَۡث ااَُُّكااَياَِكن
ََٰرٱا ََّذتۡسااٗصََصقاا ًَ ِْ ِسَاثاَءا َٰٓ َٰٗ َهَع) فهكلاا٤٫(اا
Artinya : “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya 
kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (QS. Al-Kahfi : 64) 
Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-
Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis 
seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). 
Sementara itu dalam Al-Mu‟jam Al-Wasit, qishas diartikan dengan menjatuhkan 
sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindakan yang 
dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota 
tubuh. 
Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena 
ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya 
karena ia pernah menganiaya korban. Adapun penyebab terhalangnya qishas 
adalah : 
1. Korban bagian dari pelaku 
Jika korban termasuk bagian dari pelaku, hukuman kisas menjadi 
terhalang. Korban termasuk bagian dari pelaku jika korban adalah anak 
pelaku. Bila seorang ayah melukai anaknya, memotong anggota badannya, 
atau melukai kepalanya, ia tidak berhak dikisas. Ini sesuai sabda Rasulullah 
SAW, “Jika dikisas ayah karena (membunuh) anaknya” Imam Malik 
berpendapat harus ada kisas terhadap ayah jika tanpa ragu ia benar-benar 
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terbukti ingin membunuh. Akan tetapi, ia tidak berpendapat ada kisas terhadap 
ayah selain pada pembunuhan. Imam Malik berpendapat untuk memperberat 
diat terhadap ayah. 
Atas dasar ini, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab 
tentang terhalangnya kisas dari seorang ayah yang melakukan tindak pidana 
terhadap anaknya pada tindak pidana atas selain jiwa. 
2. Tidak ada kesetaraan 
Jika kesetaraan antara korban dan pelaku tidak ada, hukuman kisas 
tidak ada. Kesetaraan hanya dilihat dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku. 
Mazhab Maliki mensyaratkan kesetaraan dalam tindak pidana atas jiwa. 
Adapun pada selain jiwa, kesetaraan disyaratkan dari dua arah. Menurutnya, 
jika ada orang kafir atau seorang budak memotong tangan orang muslim, 
orang muslim tersebut tidak berhak mengisas keduanya. Jika orang muslim 
memotong keduanya, kedua orang tersebut tidak berhak mengisas orang 
muslim tadi. 
3. Perbuatan harus menyerupai disengaja 
Imam asy-Syafi‟i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tindak 
pidana atas selain jiwa adakalanya disengaja dan adakalanya menyerupai 
disengaja. Tindak pidana dianggap disengaja jika pelaku melakukan secara 
sengaja dan biasanya mendatangkan satu akibat kepada korban. Misalnya 
orang yang menebas orang lain dengan pisau sehingga memutuskan jari-
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jarinya atau dengan tongkat sehingga memecahkan tulang lengan atau 
menyebabkan operasi tempurung kepala. 
Tindak pidana dianggap menyerupai disengaja jika perbuatan 
dilakukan secara sengaja, tetapi biasanya tidak menyebabkan satu akibat pada 
korban. Misalnya seseorang yang menampar orang lain kemudian matanya 
terlepas atau melempar dengan kerikil sehingga mengakibatkan bengkak dan 
meyebabkan luka hingga terlihat tulangnya. Akibat pembagian tindak pidana 
penganiayaan menjadi disengaja dan meyerupai disengaja, kisas hukumnya 
wajib pada tindak pidana yang disengaja, sedangkan hukuman untuk tindak 
pidana menyerupai disengaja adalah diat. Imam asy-Syafi‟i dan Ahmad bin 
Hanbal berpedoman pada pembagian ini. Dalam masalah hukuman, mereka 
berpendapat sesuai dengan apa yang berlaku dalam tindak pidana atas jiwa.  
Adapun Imam Malik dan Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana 
atas selain jiwa tidak terjadi kecuali secara sengaja karena Imam Malik tidak 
mengakui tindak pidana menyerupai disengaja. Menurutnya, perbuatan 
adakalanya dilakukan secara sengaja dan adakalanya tidak disengaja. Adapun 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa tidak 
ditujukan untuk merusak dengan suatu alat tertentu sehingga semua alat 
dianggap sama sebagai petunjuk atas adanya tujuan. Karenanya, dalam 
kondisi apapun, setiap perbuatan dianggap sengaja. Artinya, tindak pidana 
atas selain jiwa tidak dimaksudkan kecuali ada tujuan menyerang. 
Penyerangan bisa terjadi dengan alat apapun. Berbeda dengan pembunuhan 
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karena pembunuhan hanya terjadi dengan alat tertentu. Dengaan demikian, 
adanya maksud penyerangan cukup untuk menganggap suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana disengaja pada selain jiwa. Tidak ada celah 
untukmenganggapnya sebagai perbuatan meyerupai disengaja. Atas dasar 
pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, tindak pidana atas selain jiwa wajib 
dikisas dalam kondisi apapun selama pelaku benar-benar sengaja melakukan 
perbuatan. 
4. Perbuatan menjadi penyebab 
Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindak pidana 
atas selain jiwa melalui cara tidak langsung tidak mewajibkan qishas. Karena 
kisas lahir dari perbuatan langsung, perbuatan yang berhak dikisas harus 
dilakukan secara langsung. Karena dasar kisas adalah persamaan dua 
perbuatan, Imam Abu Hanifah mewajibkan diat sebaga pengganti qishas. 
Akan tetapi, Imam tiga mazhab tidak membedakan antara tindak pidana 
secara tidak langsung dan tindak pidana secara langsung. Mereka mewajibkan 
kisas atas pelaku dalam dua kondisi ini indak Pidana Terjadi di Negara non-
Islam . Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada qishas 
atas pelaku jika tindak pidana terjadi di negara non-Islam. Imam mazhab yang 
lain berpendapat ada qishas,baik tindak pidana terjadi di negara non-Islam 
maupun di negara Islam. 
 
5. Tidak mungkin dilaksanakan qishash  
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Kisas menjadi terhalang jika tidak mungkin dilaksanakan. Karena 
dasar kisa adalah persamaan, melaksanakan sesuatu yang sepadan tanpa ada 
tempatnya tentu tidak boleh karena pelaksanaan kisas secara pasti akan 
terhalang. Contoh, jika persendian bagian atas ibu jari tangan kanan korban 
telah terpotong kemudian datang pelaku dan memotong persendian kedua 
pada jari yang sama, pelaku tidak boleh dikisas jika ibu jari tangan kanannya 
normal karena kisas akan berakibat terpotongnya dua persendian, sedangkan 
sendi yang tadi dipotong hanya satu. Akibatnya persamaan menjadi tidak ada. 
Begitu juga jika pelaku menusuk korban atau melukai sampai 
menembus selaput otak atau inti otak, kisas tidak mungkin dilaksanakan 
dalam kondisi seperti ini karena stidak mungkin menusuk pelaku atau 
melukainya dengan cara yang sama persis. Dengan demikian, kisas menjadi 
tidak mungkin dilaksanakan dan hak korban beralih pada pengganti kisas, 
yaitu diat. 
Dalam syariat Islam, jarimah (tindak pidana) atau disebut juga kejahatan 
dapat mengenai jiwa orang dan dapat pula bukan mengenai jiwa orang. Oleh sebab 
itu pembunuhan dengan pemberatan merupakan suatu tindak pidana yang 
dikerjakan oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah 
mendapat keputusan akhir. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan cara 
pemberatan dapat dikenakan hukuman qishash. 
Islam memandang tindakan pembunuhan dengan pemberatan sebagai 
perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih 
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jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (al-majna‟alaih) 
tapi juga terhadap masyarakat (al-mujtama’). Bahkan Allah menyatakan bahwa 
membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia. Islam 
menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi 
manusiawi seperti hak hidup, karena hal ini adalah hak yang suci. 
Menurut hukum Islam, pembunuhan dengan pemberatan tersebut telah 
terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukan 
beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum 
mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan 
adanya gabungan pemidanaan. Jadi, gabungan pemidanaan ada karena adanya 
gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan 
putusan akhir. 
Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang 
lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya, biar 
bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan diwaktu itu 
wajib qishash atau diyat. Pelaku pembunuhan dengan pemberatan termasuk 
perbuatan dengan sengaja dan akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT, 
sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an yaitu : 
 
ٍَي َٔااُُِؤَٰٓاَزََجفااٗذ ًِّ ََعت ُّياا ُٗ ِيۡإُياُۡمتَۡقٚۥااَةِضَغ َٔ اَآِٛفااِٗذه ََٰخاُىَََُّٓجٱاُ َّللّاِّا ۡٛ َهَع 
ااَََُُّعن َٔۥااَُّنا َّذََعأ َٔۥااا ًٗ ِٛظَعاًاتاَزَع )   نلاءاس٠٪   ( اا
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Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja 
maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. 
(QS. an-Nisa’ : 93) 
Sanksi pidana terhadap pembunuhan dengan pemberatan dalam perspektif 
Islam selain dapat diterapkan hukum qishas juga dapat diterapkan hukum diyat 
dan kaffarat. Diyat adalah  harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa 
atau yang semakna dengannya. Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa diyat 
dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya 
pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa 
atau nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut „irsy.  
Dasar disyari‟atkannya diyat tercantum dalam al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 92 
yaitu : 
اَي َٔااَطَخا َِّلئاًاُِيۡإُياَُمتَۡقٚاٌَأا ٍ ِيۡإ ًُ ِنا ٌَ اَك ٗاَطَخاًاُِيۡإُياََمَتقاٍَي َٔ ا  ا ٗشِٚشَۡحَتفاا 
ِّا ِه ْۡ َأا َٰٓ َٰٗ َِنئٌاة ًَ َّهَس ُّياَٞةِٚد َٔ ا  َةُِيۡإ ُّيا  َةَثقَسا َُۦٰٓاا
 
ْإُقَّذ ََّصٚاٌَأآَٰ َِّلئ)… ءاس نلاا٠٩ا(ا
Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang 
membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya ( si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah…..” (QS. An Nisa : 92) 
 
Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta, tapi jika unta sulit 
ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti 
emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan 
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unta. Menurut kesepakatan para ulama, diyat yang wajib adalah 100 ekor unta 
bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi 
pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000. dirham bagi pemilik 
perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian. 
Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat mughalladzah 
dan diyat mukhaffafah. Diyat mughalladzah itu adalah diyat yang berlaku pada 
pembunuhan sengaja yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan harus 
dibayar secara kontan, dan komposisi diyat mugallazah adalah 100 ekor unta 
yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun) 
2. 30 ekor unta jad‟ah (unta berumur 5 tahun) 
3. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung) 
Adapun diyat itu adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan semi 
sengaja dan pembunuhan tidak sengaja yang dibebankan kepada ahli waris pelaku 
pembunuhan dan dibayar dengan cara diangsur selama kurun waktu tiga tahun, 
dengan jumlah diyat 100 ekor unta, perinciannya sebagai berikut : 
1. 20 ekor unta bintu ma’khad (unta betina berumur 2 tahun) 
2. 20 ekor unta ibnu ma’khad (unta jantan berumur 2 tahun) 
3. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun) 
4. 20 ekor unta hiqqah dan, 
5. 20 ekor unta jadz’ah. 
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Kewajiban membayar kaffarat yaitu dengan membebaskan hamba sahaya 
mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama 
dua bulan berturut-turut.  Allah berfirman  dalam surat an Nisa ayat 92 yaitu :  
…  ملَّ نَمَفدَِيَ   ماَيِصَف  ِنيَرهَش  ِيَعِباَتَت م َةبوَت  َنِّم  ِهمللٱ )… ءاس نلا   (92 :  
Artinya : …“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah…” (QS. An 
Nisa: 92) 
Kaffarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut 
pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal 
sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan 2 (dua) budak mukmin, 
atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Sementara sebagian ulama 
berpendapat cukup satu kaffarat saja. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi untuk kasus 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan 
meninggal dunia yang penulis bahas saat ini adalah diyat dan kaffarat. Maksud 
dan tujuan adanya pembayaran diyat dan kaffarat terhadap pelaku tindak pidana 
kealpaan ini adalah : 
1. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban 
agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qishas. 
2. Adanya kewajiban melaksanakan kaffarat, yaitu memerdekakan budak 
mukmin. 
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3. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia 
berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan yang 
diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah 
pidana hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun, karena sebelum melakukan pembunuhan tersebut 
diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memudahkan perbuatan itu, dimana ketentuan ini apabila 
dilihat dalam perspektif agama Islam tidak sesuai dengan hukum Islam. 
2. Hukum Islam berpandangan bahwa tindak pidana pembunuhan dengan 
pemberatan masuk kategori tindak pidana gabungan karena pembunuhan 
dengan pemberatan  selalu diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan 
yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, oleh 
karenanya dalam memberikan hukuman harus diterapkan teori penyerapan (al 
jabbu) yaitu seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi 
hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang 
lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lainnya.  
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B. Saran-saran 
Adapun beberapa saran membangun dan konstruktif yang ingin 
disampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Kepada pihak–pihak terkait khususnya aparat penegak hukum agar konsisten, 
adil  dan tidak tebang pilih dalam penerapan pasal 339 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku pembunuhan dengan pemberatan, 
sehingga dengan diterapkannya pasal tersebut dengan lurus akan berdampak 
positif yaitu berkurangnya pelaku tindakan pidana pembuhunan. 
2. Kepada masyarakat agar betul-betul berhati-hati dan waspada dalam 
melakukan berbagai tindakan dalam kehidupan sehar-hari sehingga akan 
terhindar dari berbagai tindakan pidana salah satunya adalah pidana 
pembunuhan dengan pemberatan. 
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